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ABSTRAK

Persoalan konstitusi menjadi perdebatan yang tidak pernah berakhir di
kalangan ahli politik Islam, terutama ketika dihadapkan pada masalah
hubungan agama dan negara. Dalam hal ini, ada tiga teori tentang
hubungan negara dan agama; Pertama, teori sekularistik bahwa Islam
tidak ada hubungannya dengan negara. Model teori politik ini, Negara
menghapus sama sekali syari’ah Islam dari dasar negaranya. Kedua,
teori simbiotik yang menawarkan pandangan bahwa agama dan negara
berhubungan satu sama lain secara timbal balik dan saling
memerlukan..Model teori politik ini lebih menekankan pada subtansi
daripada legal formal.bentuk Negara. Ketiga, teori integralistik yang
menawarkan konsep bersatunya negara dengan agama. Agama dan
negara tidak dapat dipisahkan. Apa yang menjadi habithot (wilayah)
agama otomatis menjadi habithot politik. Konsekwensi dari teori politik
ini, maka Islam harus menjadi dasar negara, dan syari’ah harus diterima
sebagai konstitusi Negara. Berangkat dari ketiga teori tersebut, penulis
perlu mengkaji secara pustaka, bagaimana seharusnya bentuk kontitusi
dalam sebuah Negara menurut pemikiran hukum Islam. Berdasar kajian
pustaka yang penulis cermati ditemukan bahwa aturan hukum Islam
mengenai kehidupan bernegara tidaklah menunjuk kepada suatu model
tertentu, termasuk bentuk atau model konstitusi sebagai hukum tertulis
yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan .Oleh karena itu, soal
negara dan pemerintahan serta rumusan konstitusinya lebih banyak
diserahkan kepada ijtihad manusia yang sangat dipengaruhi oleh latar
belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya,
politik maupun budayanya.
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Latar Belakang Masalah

Catatan sgjarah mengenal timbul-
nyanegarakonstitusiona di kalangan
umat 1slam sesungguhnyamerupakan
suatu proses segjarah yang panjang.
Segjarah Islam telah mencatat bahwa
sgjak zaman Rasulullah Saw telah telah
lahir konstitus tertulis pertama yang
kemudian dikenal dengan konstitusi
Madinah atau disebut Plagam Madinah.*
NegaraMadinah yang didirikan Nabi
Muhammad saw pada tahun pertama
hijrah atau tahun 622 M dinilal sebagai
utamapendirian Negaraldam. Konsti-
tus ini merupakan piagam politik untuk
mengatur kehidupan bersama yang
masyarakatnya terdiri dari berbagai
macamgolongan.

Namun demikian, dalam tahap
selanjutnya sgjarah Islam juga mem-
perlihatkanfluktuas penergpan berbagai
varian model negara konstritusional.
Dalam tradisi kesarjanaan Muslim,
kongtitus bersumber dari d-Qur’ andan
keputusan Nabi saw sering disebut
dengan syari’at. Karena itu, sumber
utamakonstitusi adalah al-Qur;an dan
Sunnah Nabi saw. Instruksi-instruksi
gpesifik dari kedua sumber tersebut
kemudian diperluasdan dikodifikas kan
kedd am figh oleh parafugahaatau yuris
dengan menggunakan instrument-instru-

ment interpretatife atau sumber pro-
sedurd syrai’ at seperti giyas(pendaran
logis), ijma’ (consensus), maslahah
(kepentinganumum) danlain-lain.?

Di negara-negaramodern, kongti-
tus merupakan suatu yang sangat krusid.
Karena ia merupakan pegangan dan
pemberi batas atau pengendali ke-
kuasaan dan sekaligus mengatur
bagaimana kekuasaan negara harus
dijalankan.® Hal ini disebabkan, dalam
kondtitus terkandung berbaga asasyang
ditetapkan gunamengatur bagaimana
kekuasaan negaradidistribus kan antara
berbagai |lembagakenegaraan, seperti
legislatife, eksekutif, dan yudikatif.
Dengankatalain, kongtitus menentukan
cara bagaimana kekuasaan negara
bekerjasamadan menyesuaikandiri satu
samalain. Betapapentingnyakonstitus
itubagi suatu negara, maka Sri Sumantri
sampa menyatakan bahwatidek adasatu
negara pun di dunia ini yang tidak
mempunyal konstitusi. Negara dan
kongtitus merupakan duahd yang tidak
dapat dipisahkan dengan yang lainnya.*

Persoalan konstitusi menjadi
perdebatan yang tidak pernah berakhir
di kalangan pemikir Mudlim, terutama
ketika dihadapkan pada masalah
hubungan agamadan negara. Daam hal
ini, adatigaperbedaan pendapat tentang

! Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’ matul Huda, 2003, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta;

Raja Grafindo Persada, hal. 57.

2Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabaian, 2004, Politik Syari’at Islam, Jakarta; Pustaka

Alvabet, hal. 4.

8 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni’ matul Huda, Loc. Cit.,
4 Sri Sumantri, 2006, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung; Alumni, hal. 2.
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hubungan negaradan agama; Pertama,
pendapat yang mengatakan bahwaldam
tidak membahas masal ah kenegaraan.
Karenaitu, tidak padatempatnyauntuk
mengatakan bahwa konsep negara
ditemui dalam Islam. Kedua, Islam
mempunyai perangkat kenegaraan dan
karenya tidak ada alasan untuk me-
misahkan keduanya. K etiga, pendapat
yang mengatakan bahwa agama dan
agamasaling membutuhkan.®

Sgjdan dengan pandangan di atas,
menurut Din Syamsudinyang dikutipoleh
Abdul Halim adatiga pola hubungan
antara agama dan negara. Pertama,,
pola integralistik yang menawarkan
konsep bersatunyanegara dan agama.
Agamadan negaratidak dapat dipisah-
kan. Apayang menjadi wilayah agama
otomatis menjadi wilayah negara.
Konsekwens dari pandanganini, maka
Idam harusmenjadi dasar negara, bahwa
gyari’ ahharusditerimasebaga kondtitus
negara. Modd teori ini |ebih menekankan
padaaspek legd formd idedismepoalitik
Islam. Kedua, pola simbiotik yang
menawarkan pandangan bahwaagama
dan negaraberhubungan satu samalain
secaratimbd balik dan saling memerlu-
kan. Model teori politik ini, lebih
menekankan pada subtansi daripada
bentuk negarayang legd forma .° Ketiga,
pola sekularistik yang memisahkan

antaraagamadan negara. M odel teori
politik ini, negaramenghilangkan sama
sekali agama (syari’ ah) dari dasar
negaranyadan mengadops sepenuhnya
hukum dari negarabarat.’
Berdasarkan latar belakang
masal ah di atas, makadalam makalah
yang singkat ini, penulis mencoba
berupaya menkaji masalah konstitusi
dalam pemikiran hukum Islam dengan
mengacu pada pendekatan historis
keteladanan Nabi Saw dalam mem-
bangun sebuah negaradi Madinah.

Istilah Konstitusi dalam Hukum
Islam

Dalam hukum ketatanegaraan
Idam (Figh Siyasah), konstitus disebut
dengan dusturi (berasal dari bahasa
Perda). Semulaartinyaada ah sessorang
yangmemiliki otoritas, baik ddambidang
politik maupun agama. Dalam per-
kembangannya, kataini digunakan untuk
menunjukkan anggota kependetaan
(pemuka agama) Zoroaster (Majusi).
Setelah mengalami penyerapan keddam
bahasaArab, katadustur berkembang
pengertiannyamenjadi asas, dasar atau
pembinaan. Menurut istilah, dustur
berarti kumpulan kaidah yang mengatur
dasar dan hubungan kerjasamaantara
sesama anggota masyarakat dalam
sebuah negara, baik yang tidak tertulis

5Abul A'laa-Maududi, 1998, Khilafah dan Kerajaan, Bandung; Mizan, hal. 72.

6 Seperti nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi yang tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip |slam yang seharusnya dimplementasikan dalam kehidupan bernegara.

" Abdul Halim, 2005, Politik Hukum Islam di Indonesia, Jakarta; Ciputat Press, hal.11-12.
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(konvensi) maupun yang tertulis
(kondtitus).®

Prinsip-prinsip yang diletakkan
dalam perumusan konstitusi ini adalah
jaminan hak-hak asasi manusia setiap
anggota masyarakat dan persamaan
kedudukan semuaorang di matahukum
tanpa membeda-bedakan klasifikasi
sosial, kekayaan, pendidikan dan
agama.® Perumusan kongtitus ini sangat
berkaitan dengan sumber-sumber dan
kaidah perundang-undangan di suatu
negara, baik sumber material, sumber
sgjarah, sumber pengundangan maupun
sumber penafsirannya. Sumber materia
adalah hal-hal yang berkenaan dengan
materi pokok undang-undang dasar.
Materi pokok undang-undang dasar
add ah peraturantentang hubungan antara
pemerintah dengan rakyat yang di-
perintah. Perumusan kongtitus ini tidak
dapat dilepaskan dari latar belakang
sgjarah negarayang bersangkutan, baik
masyarakatnya, politik, maupun ke-
budayaannya. Dengan demikian, materi
dalamkontitus tersebut sgjalan dengan
aspirasi dan jiwa masyarakat dalam
negaratersebut. Kemudian, agar mem-
punyal kekuatan hukum, undang-undang
dasar yang akan dirumuskan harus
mempunyai |landasan atau dasar peng-
undangannya. Dengan landasan yang

kuat undang-undang tersebut akan
memiliki kekuatan pulauntuk mengikat
dan mengatur masyarakat dalam suatu
negarayang bersangkutan. Sementara
sumber penafsiran adal ah otoritas para
ahli hukum untuk menafsirkan atau
menjelaskan hd-hd yang perlu padasaat
undang-undang dasar tersebut di-
terapkan.°

Sejarah Muncul Konstitusi

Menurut ulamafigh, padamulanya
polahubungan pemerintah denganrakya
ditentukan oleh adat istiadat. Karena
adatistiadat ini tidak tertulis, makadaam
hubungan tersebut tidak terdapat batas-
an-batasan yang tegas tentang hak dan
kewsgjiban masing-masing pihak. Akibat-
nya karena pemerintah memegang
kekuasaan, tidak jarang pemerintah
bersikap absolut dan otoriter terhadap
rakyat yang dipimpinnya. Sebaga reskd,
rakyatpun mel akukan pemberontakan,
perlawanan, bahkan revolus untuk
menjatuhkan pemerintah yang berkuasa
secaraabsolut tersebut.

Akibat dari revolusi tersebut,
lahirlah pemikiran untuk menciptakan
undang-undang dasar atau konstiusi
sebagai pedoman dan “aturan main”
dalam hubungan antarapemerintah dan

8 Muhammad Igbal, 2001, Figh Siayasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta; Gaya

Media Pratama, hal. 153-154.

® Abdul wahab Khalaf, 1977, al-Siyasah al-Syarifah, Kairo; Dar al-Anshar, hal. 25-40.

10 Muhammad Igbal, Op.Cit., hal. 154.
1 Ibid. hal. 155.
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rakyat.'> Namun tidak selamanya
kondtitus itu dibentuk lewet revolus, ada
juga yang dibangun karena lahirnya
sebuah negarabaru, contoh seperti ini
seperti Pakistan dan Indonesia. Pendiri
negarayang bersangkutan itulah yang
terlibat dalam perumusan undang-undang
dasar (kongtitus).

Upaya untuk mengadakan Un-
dang-undang Dasar tertulissebenarnya
sudah dimulai semenjak abadke17 M
di Eropayang menjadi sumber utamadari
kongtus ituaddah adat istiadat yang terus
menerus dipelihara dan dipraktekkan
dari generad kegeneras berikutnya. Dari
adat inilah muncul teori hubungantimbal
baik antarapenguasadanrakyat, yaitu
disebut dengan “Kontrak Sosial” yang
ditemukan oleh Thomas Hobbes. Teori
ini mendasari lahirnyaKongtitud tertulis
yang mengatur batas-batas hak dan
kewagjiban kedua belah pihak secara
timba baik.*®

Perkembangan Konstitusi

Sumber utama pembentukan
kongtitus dalam hukum Idamadalah d-
Qur’an dan Sunah. Berhubung al-
Qur’an bukan buku undang-undang,
karena tidak merinci secara detail
baga mana hubungan antara penguasa
danrakyatnyasertahak dan kewgjiban

masing-masing pihak.Al-Qur’ an hanya
memuat dasar-dasar atau pring p umum
ketatanegaraan secaraglobal dan ayat
yang mengatur tentang ketatanegaraan
pun tidak banyak jumlahnya. Oleh
karena itu, ayat yang masih global
tersebut dijabarkan oleh Nabi dalam
sunahnya, baik perkataan, perbuatan
atau ketetapannya. Namun penerapan-
nyatidak harusmutlak, karenad-Qur’ an
dan Sunah menyerahkan sepenuhnya
kepadamanusiauntuk membentuk dan
mengatur pemerintahan sertamenyusun
konstitusi yang sesuai dengan per-
kembangan zaman dan konteks sosial
masyarakatnya.

Bertitik tolak dari hdl itu, teori-teori
hukum Islam seperti ijma’, giyas,
istihsan dan maslahah mursalah
memegang peranan yang sangat penting
dalam perumusan konstitusi, namun
penerapan teori-teori tersebut tidak
bol eh bertentangan denganruh syari’ at.

Nabi yang kapasitasnya sebagai
penjelasterhadap ayat d-Qur’ an, dalam
menghadapi masyarakat Madinah yang
majemuk antaragolongan Mudlim dan
non Muslim, khususnyakaum Yahudi,
Nabi membuat perjanjiantertulisdengan
mereka. Isi perjanjian itu, terutama
menitikberatkan persatuan kaum
Musdlimin dan kaum yahudi, menjamin

12 Contoh kasusini adalah revolusi Perancistahun 1789 yang melawan kesewenang-wenangan Raja
LauisXVI. Daamrevolusi ini, rakyat berhasi| menjatuhklan rajadan memenggal leherrnyadan kel uarganya.
Contoh lain yang kontemporer adalah revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khumeini yang
berhasil menjatuhkan penguasanya, Reza Pahlavi dan mengusirnyadari tanah Iran (1979).Pascarevolusi
Iran mengadakan dan merumuskan kembali Undang-Undang Dasar.

13 GH Sabine, “ A.History of Palitical Though”, dikutip Muhammad Igbal, Op.Cit., hal. 155.
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kebebasan beragamabagi semuagolong-
an, menekankan kerjasama, persamaan
hak dan kewajiban di antara semua
golongan ddam mewujudkan pertahanan
dan perdamaian, dan mengikis segala
bentuk perbedaan pendapat yang timbul
dadam kehidupan bersama. Perjanjianini
dibuat pada tahun pertama Hijrah,
sebelum perang Badar dan dikenal
dengan nama “Piagam Madinah”.
L angkah-langkah Nabi membuat per-
janjian Piagam Madinah sebagai ke-
putusan yang amat luhur dan merupakan
fasepalitik yang tdah diperlinatkan Nabi
dengan sega akecakapan, kemampuan,
dan pengalamannya yang membuat
orang tunduk hormat kepadanyadengan
rasa kagum.*Banyak pakar politik
menyatakan bahwa Piagam Madinah
merupakan Konstitusi Negaratertulis
pertamadi Dunia.*® Beberapa prinsip
penting telah diletakkan ddam kongtitus
itu, yaitu, persamaan, keadilan, ke-
bebasan beragama, jaminan sosia dan
tanggung jawab bersama dalam ke-
amanan.'® Dalam piagam inilah untuk
pertamakali dirumuskan ide-ide yang
sekarang menjadi pandangan hidup

modern di dunia, seperti kebebasan
beragama, hak setiap kelompok untuk
mengatur hidup sesual dengankeyakinan-
nya, kemerdekaan hubungan ekonomi
antar golongan serta kewgjiban bela
negara.'’ Piagam Madinah sebagai
dokumen politik yang patut dikagumi
sepanjang sgjarah dan sekaligus mem-
buktikan bahwaNabi Muhammad Saw
bukan hanya seorang Rasul melainkan
juga seorang negarawan.'® Piagam
tersebut sangat revolusioner dan sangat
mendukung gagasan Nabi bagi tercipta:
nya suatu masyarakat yang tertib dan
majemuk, yang sebel umnyamasyarakat
Arab tidak pernah hidup sebagai satu
komunitas antar suku dengan suatu
kesepakatan'®dan piagam Madinah
sekaigussebagal landasan hukumhidup
bernegarabagi masyarakat majemuk di
Madinah.? Oleh sebab itu, terwujudnya
Suatu perjanjiantertulisyang dibuat oleh
Nabi dan diterimaoleh semuagolongan
dapat dipandang sebagai proses pen-
dahuluan dari terbentuknya negara di
Madinah dibawah pimpinan Nabi Saw.%
Madinah dapat dipandang sebagai
sebuah negara, karenatelah memenuhi

14 Musdah Mulia, 2001, Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haekal, Jakarta; Paramedadina,.

hal .187-188.

15 Zaenal Abidin Ahmad, 1973, Piagam Nabi Muhammad Saw Sebagai Konstitusi Negara Tertulis

Pertama di Dunia, Jakarta; Bulan Bintang, hal.

6 Muhammad Hamidullah, 1974, Pengantar Studi Islam, Jakarta; Bulan Bintang, hal. 25-26. Lihat
Munawir Sadzali, 1990, Islam dan Tata Negara, Jakarta; Ul Press, hal. 9-10
1 Nurcholis Madjid, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta; Paramadina, hal. 195.

8 Munawir Sadzali, Op.Cit., hal. 15-16..

19 Asghar Ali, 1993, Islam dan Pembebasan, Yogyakarta; LKIS, hal. 19.

2 Musdah Mulia, Op.Cit., hal. 189.
2 |bid.,. hal, 172-175.
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syara minimd terbentuknyanegarayaitu.
wilayah, penduduk dan pemerintah.
Ddamkonteksmasyarakat Madinahyang
dipersatukan oleh Nabi Saw, ketigaunsur
tersebut terlihat secaranyata. Pertama,
masyarakat tersebut memiliki wilayah
tertentu yaitu Madinah. Kedua, semua
golonganmeasyarakat (Mudim, Yahudi den
orang-orang musyrik) mengakui dan
menerimaNabi sebagal pemimpin dan
pemegang otoritaspalitik yang sshddam
kehidupan mereka. Ketiga, golongan-
golongan yang adamemiliki kesadaran
dankeinginanuntuk hidup bersamaddam
rangka mewujudkan kerukunan dan
kemadahatan bersama. K einginan ter-
sebut tertuang dalam perjanjiantertulis
yaitu Plagam Madinah.2

Peristiwa hijrah ke Madinah
merupakan kehidupan baru bagi Nabi
yaitu kehidupan politik, yang secara
implisit di dalamnya terkandung pe-
ngertian bahwadi Madinah merupakan
tempat dimulal kehidupan bernegarabagi
umeat Idam. Sgarah menunjukkan bahwa
Nabi membentuk suatu pemerintahan
berdasar visi kenabiannya yang sarat
dengan muatan nilai-nila persaudaraan,
persamaan dan kebebasan. Setelah Nabi
wafat sampal padamasaDinasti Bani
Abbassiyah tidak ada lagi konstitusi
tertulisuntuk mengatur hubungan antara
penguasadan rakyat.

22 Musdah Mulia, Op.Cit., hal.190.

2 Muhmmad Igbal, mOp.Cit., hal. 158.
2 Harun Nasution, Op.Cit., hal. 112.
% Muhammad Igbal, Op.Cit., hal. 159

Pemikiran kembali untuk mem-
bentuk konstitusi di kalangan ahli
tatanegara di berbagai dunia Islam,
setelah dunialdammengdami penjgah-
an dunia barat. Pemikiran ini sebagai
reaks ataskemunduran umat Idam dan
merespon gagasan politik barat dengan
kolonidismenyaterhadap dunialdam.
Negarayang pertamakali mengadakan
konstitusi adalah Kergjaan Usmani
(1976). Dalam konstitusi tersebut,
ditegaskan bahwa Sultan Usmani adalah
pemegang kekuasaan kekhdifahan Idam
yang menjadi peindungAgamaldam.®
Namun sifat konstitus ini sebagai semi
otokratis, karena hak-hak dan ke-
kuasaan Sultan lebih dominan atau lebih
besar.?* Konstitusi ini tidak berjalan
secara efektif, karena Sultan Usmani
mas h memegang kekuasaan yang begitu
besar, yang akhirnya oleh sebagian
pemikir yang menamakan dirinya
sebagai Turki Mudaberusahamencoba
membatasi kekuasaan Sultan Usmani
dengan membuat konstitusi baru,
kemudian pada puncaknya berhasil
menghancurkan kekhalifahan Sultan
Usmani dan terbentuklah RepublikTurki
yang sekuler di bawah pimpinan Mudafa
Kama (1880-1938). DdamKongtus ini
ditegaskan bahwa Turki adalah negara
republik, nasionalis, kerakyatan, ke-
negaraan, sekulerisdan revolusioner.®

32 SUHUEF \Wol. 24, No. 1, Mei 2012: 26 - 38



NegaraMuslim lainnya, seperti
Saudi Arabiayang menjadikand-Qur’an
sebagal Undang-Undang Dasar negara
dan syari’ ah sebaga hukum dasar yang
dilaksanakan olen Mahkamah Syari’ ah.
K ergiaan Saudi tidak punyaparta politik,
dan dewan perwakilanrakyat, yang ada
adalah dewan syurayang anggotanya
diangkat olehrga, namundemikian, tidak
berarti rgjaberkuasamutlak tetapi harus
mendasarkan padasyari’ .2 Kemudian
konstitusi Kerajaan Maroko yang
menganut sistem demokrasi. Dalam
kondtitusinyatidak menyebutkansyari’ ah
sebagai sumber hukum. Oleh sebabitu
hukum perdata dan pidanatidak ber-
dasarkan pada syari’at melainkan
sebagian diwarnai oleh hukum barat.?.
Sementaradi Yordania, dalam konstusi-
nya menganut bentuk kergjaan turun
temurun. Dalam konstitus disebutkan
bahwaldam adalah agamanegaradan
bahasaarab sebagal bahasaresmi negara
dan juga disebutkan persamaan hak
warganegaratanpamembedakan asal
usul dan agama.?® Negaralain adalah
Tunisiayang dalam konstitusinyame-
negaskan bahwa negara Tunisia ber-
bentuk republik danIdam sebaga agama
resmi negara. Dalam kongtitusinyajuga
disebutkan ada pemi sahan kekuasaan
eksekutif Yudikatif dan Legidatif. Hukum

% Munawir Sadzali, OpCit., hal.22

27 | bid.

2 Muhammad Igbal, Loc.Cit.

2 Munawir Sadzali, Loc.Cit.

% Muhammad Igbal, OpCit., hal. 160.
L 1bid. hal. 161.

Islam (fqih) adalah sebagai sumber
hukum untuk mengatur masalah hukum
keluarga, kewarisan dan perwakafan.
Sedang masalah hukum pidana, figh
sebagai salah satu sumber hukum dari
banyak sumber hukum lainnya.Model
kongtitus negaraTunigaini di ikuti oleh
negara-negara Arab lainnya seperti
Mesir, Suriah danAljazair.® Sedangkan
di Indonesia, kongtitusnyamenyebutkan
bahwalndonesiaadd ah negarakesatuan
yang berbentuk republik Kedaulatan
ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh
MPR. (praamandemen). Dalam konsti-
tusinya(UUD 1945) tidak menegaskan
salah satu agamasebagai agamaresmi
negara tetapi menjamin kebebasan
beragamabagi warganegaranya.®
Berangkat dari catatan sgjarah
kondgtitus di atas, dapeat diklasifikas ada
tiga tipe konstitusi. Pertama, negara
yang tidak ada pembaharuan dan
memberlakukan hukum figh secara
mutlak, seperti Saudi Arabia. Kedua,
negarayang menghilangkan samasekdi
Idlam dari dasar negaranya, dan meng-
adobs sepenuhnyahukum dari negara
barat, seperti Turki. Ketiga, negarayang
memadukan |slam dan sistem hukum
lainnya. Contoh negaraini adalahMesir,
Tunisa Aljazair danIndonesia
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Prinsip-Prinsip Dasar Konstitusi

Hasil penelitian para ahli me-
nyimpulkan bahwa tidak ada satu
ayatpun yang secarakhusus menerang-
kan bentuk negara. Oleh karenaitu, tidak
heran jikabentuk negaradalam Islam
berkembang sesuai dengan kondisi
zaman dan tempat, sejak zaman Nabi
Muhammad saw. hinggakini.® Hal ini,
tidak berarti bahwa al-Qur’an sama
sekali tidak mengandung petunjuk bagi
kehidupan bernegara. Dalam rangka
mengatur kehidupan manusiadi bumi,
termasuk dalam kehidupan bernegara, d-
Qur’ an cukup menggariskan prinsip-
prinsip dasar berupaseperangkat nilai
etika untuk dijadikan bahan rumusan
konstitusi sebagai landasan bagi ke-
hidupan bernegara. Pringp-prindp dasar
tersebut adalah persaudaraan sesama
manusia, persamaan antar manusiadan
kebebasan manusia.®® Ketiga prinsip
dasar inilah yang dipraktekkan Nabi
dalam membangun kehidupan bernegara
ketikamula hijrah dan selamamenetap
di Madinah.

Prinsip persaudaraan sesama
manusia dalam kehidupan bernegara
berimplikas kepadatimbulnyapersatuan
yang kokoh dantoleransi beragamadi
antara warga negara yang majemuk.
Aplikas garan persaudaraan dimaksud-

kan agar penguasa memperlakukan
orang-orang yang dipimpinnyasebagai
saudara dan tidak boleh berbuat se-
wenang-wenang atau bersikap despotis
terhadap mereka.®

Prinsip persamaan antar manusia
berimplikas padapelaksanaan musya-
warah dan ditegakkannya keadilan.
Penguasadalam mengambil keputusan
kenegaraan yang penting, harusterlebih
dahulu mel akukan musyawarah dengan
wakil-wakil rakyat atau dengan orang-
orang yang dipandang ahli daam bidang
tersebut. Penguasasemestinyamemper-
lakukan rakyat dengan adil tanpa
membedakan keturunan, kesukuan,
kekayaan maupun agama.®

Pring p kebebasan manusameng-
implementasikan kepada kebebasan
berpikir, dan kebebasan beragama. Oleh
sebab itu, hak-hak individu dijamin,
kepercayaan dan keyakinan warga
negaratetap dijunjung tinggi. Penergpan
gjaran kebebasan, khususnyakebebas-
an berpikir dan menyatakan pendapat
dalam suatu negara dapat mendorong
negara bersangkutan untuk maju ,
berkembang dan berperadaban. Ajaran
kebebasan ini, jugamenghendaki agar
warganegaradibebaskan dari kelgparan
dan ketakutan sehingga mereka dapat
hidup dalam kondis yang sgjahteradan

%2 Harun Nasution, 1985, Perkembangan Modern Dalam Islam, Jakarta; yayasan Ohor Indonesia,

hal. 10
% Musdah Mulia, Op.Cit., hal.109.
% 1bid. 241.
* 1bid.
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tentram.* Prinsip-prinsip itulah yang
seharusnyaditransformasikan kedaam
rumusan-rumusan kongtitus kenegaraan
yang dapat memenuhi hagjat kebutuhan
masyarakat sesuai dengan kondis dan
Stuad padazamannyasebaga manayang
telah dipraktekkan oleh Nabi di dalam
merumuskan kongtitus Plagam Madinah.
Berdasarkan ketigaprinsp dasar
di atas, makadalam hukum Idlam tidak
mengend bentuk pemerintahan tertentu,
artinyaapapun sistem dan bentuknya,
asd kan s stem tersebut dapat menjamin
persamaan di antaraparawarganegara:
nya, baik dalam hak maupun kewgjiban
mereka dan juga persamaan di muka
hukum. Disamping itu, urusan negara
diselenggarakan dengan cara musya-
warah dengan berpegang padatatanila
nila mord dan etikayang digarkan oleh
Islam bagi pengelolaan hidup ber-
masyarakat. Atasdasar prinsp musya-
warah, makapemerintahan ddamhukum
Islam terikat oleh kehendak rakyat,
larangan dan perintah Allah Swt. Oleh
sebab itu, pemerintahannya bersifat
konstitusional. Maksudnya tidak
bersifat absolut karenapenguasaharus
bermusyawarah dengan rakyatnyadan
terikat oleh hasil musyawarahnyadan
terikat pulaoleh apayang diwahyukan
dalam a-Qur’ andan a-Sunnah.*’
Hukum Islam tidak menentukan
bentuk maupun sistem pemerintahan,

% |bid.Hal.241-242.

tetapi kaau dicermati implementasi dari
ketigapring p persaudaraan, persamaan
dan kebebasan di atas, |ebih mengarah
atau sgdan dengan Sstem pemerintahan
yang bercorak demokratis. Hal ini dapat
dikemukakan alasan, yaitu : Pertama,
sejarah awal terbentuknya negara
Madinah sampai pada Khulafaurra-
syidin, kedudukan kepalanegaratidak
bersifat turun temurun dan tidak mem-
punyal kekuasan yang absolut melainkan
tunduk padasyari’ at (konstitusional).
Prinsip- ini, akhirnya diabaikan oleh
kepemimpinan Bani Umayah dan Bani
Abassiyah yang berakibat membawa
pemerintahannyaberbentuk monarkhi
dan bercorak absolut yang lebih banyak
dipengaruhi oleh unsur kebudayaan
barat. Kedua, dalam hukum Islam
terdapat sistem bai’at yang dapat
diartikan sebagai kedaulatan rakyat,
sebagai mana sistem demokrasi Barat.
Ketiga, pemerintahan Islam pada
awalnya sangat dipengaruhi oleh ke-
budayaan Arab. BangsaArab sgak dulu
dikend dengan bangsayang menjunjung
tinggi kemerdekaanindividu. Kebebasan
sangat dihargal oleh bangsaArab, ha ini
terbukti terdapat lembaga Dar al-
Nadwah di Makkah, tempat berkumpul
parakabilah arab untuk membicarakan
urusan kepentingan mereka, semacam
lembagaperwakilan rakyat sekarang.®

8" Husain Haekal, “ al-Shiddiqg Abu Bakr “, dan Sayid Qutb “ al-* Adalah al-1jtimaiyyah “, dikutip

oleh Musda Mulia, Op.Cit. hal. 205.
3 |bid, hal. 220.
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Dalam prakteknya, Nabi saw
menja ankan pemerintahan yang tidak
terpusat di tanganbeliau. Misdnya, ddam
pengambilan keputusan politik, Nabi
selalu melakukan konsultasi dengan
pemuka-pemuka masyarakat. Ada
empat carayang ditempuh oleh Nabi
dalam pengambilan keputusan politik.
Pertama, mengadakan musyawarah
dengan sahabat senior, kedua, meminta
pertimbangan dengan ka angan profess-
onal, ketiga, melemparkan masalah-
masalah tertentu yangt biasanya ber-
dampak luasbagi masyarakat kedalam
forum yang lebih besar, keempat,
mengambil keputusan sendiri. >

Sistem pemerintahan bercorak
demokratis, yang ciri utamanyayaitu
urusan kenegaraan dilakukan atas dasar
musyawarah, disamping telah dipraktek-
kan Nabi Saw sgjak pertamahijrah dan
sdlamamenetgp di Madinah, jugakarena
didasarkan padafirmanAllah surat Ali
Imran; 3:159 dan surat a-Syura; 42:38.
Ayat-ayat ini menggarkan bahwasegda
urusan termasuk urusan kenegaraan
harus didasarkan pada prinsip musya-
warah. Sisterm musyawarah mengakui
prinsip-prinsip persaudaraan, per-
samaan, dan kebebasan. Ketigaprinsp
ini adalah sebagal pengg awantahan dari
prinsgp demokras.

Berdasarkan penjelasan di atas,
dapat disimpulkan bahwa sistem pe-

merintahan padamasaawal Idamyaitu
sejak hijrah Nabi Saw dan selama
menetap di Madinah lebih bercorak
demokratis. Pringp demokratismerupa:
kan ciri utamasebagai negarahukum.
Karena dalam demokrasi terdapat
pengakuan prinsip persaudaraan ,per-
samaan dan kebebasan warganegara.
Prinsip persamaan dan kebebasan yang
bertumpu pada pengakuan dan per-
lindungan hak-hak asas manusiadalam
kepemerintahan Nabi telahtertulisddam
konstitusi yaitu padaPiagam Madinah.
Khusus teori pemisahan kekuasaan
negarayaitu Eksekutif, Yudikatif dan
Legidatif, walupun belum dikend oleh
pemerintahan di masaNabi, namun Nabi
tel ah mewujudkan dalam pemerintahan-
nyapembagian tugaskenegaraan dengan
cara mengangkat orang-orang yang
memenuhi syarat dibidangnya. Tercatat
dalam sgjarah Ali bin Abi Thalib dan
Mu’'adz bin Jabal adalah dua orang
diangkat Nabi sebagai Qadi (Hakim)
yang bertugasdi propins yang berbeda,
merekaini telah memenuhi kualifikas
tersebut. Ini memberi isyarat bahwajauh
sebelum orang mengenal prinsip Per-
adilan Bebas, Nabi saw padaabad ke 7
secara subtansial telah melaksanakan
pring p tersebut dalam rangkamenegak-
kan keadilan dan kebenaran.® Terkait
unsur pemisahan negara Eksekutiuf,
Yudikatif dan Legidatif yang belum

% Munawir Sadzali, 1993, Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan pemikiran, Jakarta; Ul

Press, hal. 16-17.

4 Muhammad Tahir Azhari, OpCit., hal.169-170
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dikenal dimasa Nabi, tidak menjadi
persoalan, karena dalam suatu negara
hukumyang penting bukan atautideknya
pemisahan secaramutlak trias politica,
persoad annyaada ah dapat dan tidaknya
alat-alat kekuasaan negaraitu terhindar
dari praktek birokras dantirani.*

Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian di atas,
dapatlah disimpulkan bahwa aturan
hukum Islam mengenai kehidupan
bernegara tidaklah menunjuk kepada
suatu model tertentu, termasuk bentuk
atau model konstitusi sebagai hukum
tertulisyang mengatur penyelenggaraan

pemerintahan .Oleh karena itu, sodl
negaradan pemerintahan sertarumusan
konstitusinyalebih banyak diserahkan
kepada ijtihad manusia yang sangat
dipengaruhi olehlatar belakang sgjarah
negarayang bersangkutan, baik masya-
rakatnya, politik maupun budayanya.
Namundari Snopsssgarah Nabi ddam
memimpin negara Madinah ada ke-
cenderungan ke arah bentuk negara
republik demokratisyang berdasar pada
kongtitus Piagam Madinah yang meng-
adops pringp persaudaraan, persamaan
dan kebebasan manusiadan ini lebih
sgjalan dengan semangat a-Qur’ an.
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